BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas, maka kesimpulan dari hasil

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Hasil analisis secara deskriptif menunjukkan bahwa pajak daerah, penerimaan
pajak hotel, potensi pajak hotel, dan efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota
Kupang Tahun 2013-2017 sangat efektif. Dengan hasil ini, maka hipotesis
pertama, diterima.

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa:

a. Potensi pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pajak

hotel. Dengan demikian, jika potensi pgjak hotel pada wilayah Kota Kupang
semakin dikgji dan dikelola dengan baik, maka akan meningkatkan jumlah

pajak hotel.

. Efektivitas penerimaan pgjak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap

variabel pajak hotel. Dengan demikian, jika efektivitas penerimaan pajak hotel

semakin baik atau sangat efektif, maka akan meningkatkan jumlah pajak hotel.

. Potensi pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pajak

daerah. Dengan demikian, jika potensi pgjak hotel pada wilayah Kota Kupang
semakin dikgji dan dikelola dengan baik, maka akan meningkatkan jumlah

pajak daerah Kota Kupang.

. Efektivitas penerimaan pgjak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap

variabel pgjak daerah. Dengan demikian, jika efektivitas penerimaan pajak



hotel semakin baik atau sangat efektif, maka akan meningkatkan jumlah pajak
daerah Kota Kupang.

e. Pgjak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pajak daerah.
Dengan demikian, jika penerimaan pajak hotel semakin meningkat, maka akan
meningkatkan jumlah pagjak daerah Kota Kupang.

3. Nilai koefesien determinasi (R?) menunjukkan bahwa kemampuan variabel
potensi pajak hotel, efektivitas penerimaan pajak hotel dan penerimaan paak
hotel dalam menjelaskan variabel pajak daerah adalah sebesar 91,1% dan sisanya
8,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.
Selanjutnya, kemampuan variabel potensi pajak hotel dan efektivitas penerimaan
pajak hotel dalam menjelaskan variabel penerimaan pajak hotel adalah sebesar
73,5% dan sisanya 16,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan

dalam penelitian ini.

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan
Pemerintah Kota Kupang beberapa hal sebagai berikut:

1. Tetap mempertahankan atau meningkatkan jumlah penerimaan pagak hotel,
potens pajak hotel, dan efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota Kupang yang
telah sangat efektif.

2. Dengan potenst yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Kupang, diharapkan
pemerintah sigap dan tanggap dalam menyikapi keadaan yang ada agar menjadi
peluang dalam meningkatkan penerimaan daerah khususnya dari aspek Pgak

Hotel.



3. Penetapan pajak hotel harus memperhatikan aspek —aspek yang berpengaruh
terhadap penerimaan Pajak Hotel, seperti besarnya tingkat hunian kamar hotel,
tarif rata-rata hotel dan jumlah kamar yang dimiliki hotel.

4. Penentuan target penerimaan Pajak Hotel hendaknya tidak berdasar pada
anggaran tahun —tahun sebelumnya saja tetapi juga memperhatikan potensi Pajak
Hotel yang ada serta keadaan yang terjadi di lapangan.

5. Memberdayakan seluruh sumber pajak daerah yang ada di Kota Kupang, tidak
hanya pajak hotel namun juga sumber pajak lainnya seperti pajak retribusi, pajak

restoran, dil.
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